KPK 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi

IKHTISAR LHKPN a.n AHMAD ISMAIL
(Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Awal Menjabat) — 2024)
NIK 3374150802670001

1. DATA PRIBADI

Nama :  AHMAD ISMAIL

NIK : 3374150802670001

No KK : 3374151212053316

NPWP : 673311239503000

Jenis Kelamin . Laki Laki

Tempat/Tanggal Lahir :  CIREBON/8 Februari 1967

Status Nikah : Menikah

Agama : ISLAM

Alamat . JI. Wismasari XVI No.2 Rt. 6 Rw. 8 Ngaliyan, NGALIYAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH

Nomor Handphone : 085799700109

Email . ahmadismail@walisongo.ac.id

NHK -

Bidang : EKSEKUTIF

Lembaga :  KEMENTERIAN AGAMA

Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN - UIN WALISONGO SEMARANG - DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Tanggal Lapor : 4 Oktober 2024

Tanggal Kirim Do

Status . Draft
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2. DATA KELUARGA

HUBUNGAN TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR /
NO NAMA DENGAN PN ’ JENIS KELAMIN PEKERJAAN ALAMAT RUMAH
1 | UMMI KALTSUM CHOLIL ISTRI REMBANG , 29 Juni 1968 / IBU RUMAH TANGGA | JI. Wismasari XVI No.2 Rt. 6 Rw. 8 Ngaliyan
ZALIDJ PEREMPUAN
2 | UMMANABIEGH ISMAIL ANAK REMBANG , 15 Oktober 1997 / PELAJAR/MAHASISWA | JI. Wismasari XVI No.2 Rt. 6 Rw. 8 Ngaliyan
JALLA TANGGUNGAN PEREMPUAN
3. JABATAN
NO JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON LEMBAGA UNIT KERJA SUB UNIT KERJA
1 | WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI KEMENTERIAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN UIN WALISONGO SEMARANG
UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN ISLAM

4. DATA HARTA
4.1. TANAH / BANGUNAN

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
\[0) LOKASI LUAS KEPEMILIKAN SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN
Sub Total Rp. 0
4.2.ALAT TRANSPORTASI / MESIN
NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
NO URAIAN KEPEMILIKAN SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN
Sub Total Rp. 0

4.3.HARTA BERGERAK LAINNYA
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NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

SEBELUMNYA SAAT INI

URAIAN ASAL USUL HARTA ’ KETERANGAN

Sub Total Rp. 0

4.4.SURAT BERHARGA

URAIAN

NO. NASABAH SEBELUMNYA SAAT INI

Sub Total Rp. 0

NO. REKENING / ’ NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN

ASAL USUL HARTA ’ KETERANGAN

4.5.KAS / SETARA KAS
NILAI PELAPORAN

SAAT INI

URAIAN INFORMASI REKENING ASAL USUL HARTA KETERANGAN

Sub Total Rp. 0

4.6.HARTA LAINNYA

NILAI PELAPORAN NILAI PELAPORAN
URAIAN ASAL USUL HARTA SEBELUMNYA SAAT INI KETERANGAN

Sub Total Rp. 0

4.7.HUTANG

URAIAN NAMA KREDITUR BENTUK AGUNAN NILAI AWAL HUTANG | NILAI SALDO HUTANG

Sub Total Rp.0 Rp.0
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5. PENERIMAAN
5.1.PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO ’ JENIS PENERIMAAN PENYELENGGARA NEGARA PASANGAN

Sub Total | Rp. 0 Rp. 0

5.2.PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

\[0) JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS

Sub Total Rp.0

5.3.PENERIMAAN LAINNYA

\[0) JENIS PENERIMAAN TOTAL PENERIMAAN KAS

Sub Total Rp.0

6. PENGELUARAN
6.1.PENGELUARAN RUTIN

\[0) JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN

Sub Total Rp.0

6.2. PENGELUARAN HARTA

NO JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
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NO JENIS PENGELUARAN ’ TOTAL NILAI PENGELUARAN

Sub Total Rp.0

6.3.PENGELUARAN LAINNYA

\[0) JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN

Sub Total Rp.0

7. LAMPIRAN FASILITAS

NO URAIAN NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS KETERANGAN

8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

TOTAL HARTA TOTAL HUTANG TOTAL HARTA KEKAYAAN

1 Rp. 0 Rp.0 Rp. 0

Catatan:

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum
dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat
dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
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Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara
wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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